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PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR21 TAHUN2017

TENTANG

TAHUN2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sehubungan dengan adanya bantuan keuangan dari
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Gubemur Provinsi
Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu melakukan
penambahan dan penyesuaian program dan kegiatan dalam
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a serta sesuai ketentuan Romawi V angka 13
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka untuk
menjamin kepastian hukum dalam penyusunan DPPA
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19
Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka
TahuI! Mggaran 2017,

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana teIah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor2851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4150); ..

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, PengeIolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5049);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5495);

11. Undang-Undang 3
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11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679 );

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tamba1lan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan KineIja Instansi Pemerintah
(Lenibaran Negara Republik IndOIiesiaTahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4693);

19. Peraturan Pemerintah 4
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19. Peraturan Pemerintah NomoI" 39 Tahun 2007 tentang
Pengelo1aan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 NomoI" 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI"4738);

20. Peraturan Pemerintah NomoI" 5 Tahun 2009 tentang
8antuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 NomoI" 18), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NomoI"83 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
NomoI" 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NomoI"5351);

21. Peraturan Pemerintah NomoI"69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 NomoI" 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI"5161);

22. Peraturan Pemerintah NomoI" 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 NomoI" 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI"5165);

23. Peraturan Pemerintah NomoI" 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 NomoI" 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NomoI"5219);

24. Peraturan Pemerintah NomoI"2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
NomoI"5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NomoI"5272);

25. Peraturan Pemerintah NomoI" 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 NomoI" 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI"5533);

26. Peraturan Pemerintah NomoI" 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang NomoI" 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 NomoI" 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NomoI"SS39) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah NomoI" 47 Tahun 2015
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang NomoI"6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 NomoI" 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia NomoI"5717);

27. Peraturan Pemerintah 5
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali,terakbir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Milik Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakbir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 54. Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5655);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
y<mg bers~mber clari Anggar<m Penclap<l,t<mcl<mBel<mj<l,
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016. tentang Perubahan Kedua AtB.s Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 II tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor541);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1744);

34. Peraturan Menteri 6
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34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor547);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor874);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka NOmot8 Tabun
2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005
Nomor8 seri E);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2009 Nomor2);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun
2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Majalen~ Kepada Koperasi daIl Usaha Mi,kro,Kecil gaIl
Menengah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten MajalengkaTahun 2009 Nomor5);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014
Nomor 1);

41. Peraturan Daerah Kabupten Majalengka Nomor 2 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2017 Nomor2);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2017 Nomor4).

43. Peraturan Bupati MajalengkaNomor 19Tahun 2017 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor
19).

MEMUTUSKAN : 7
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MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 19 TABUK 2017
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA TABUK ANGGARAN2017.

Paaal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2017
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2017 Nomor 19)diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1Asehingga
berbunyi sebagai berikut:

PasallA

Rp. 2.778.610.505.817,94

Rp. 2.776.350.505.817,94
Rp. 2.260.000.000,00

Perubahan Penjabaran Perubahan APBDTahun Anggaran 2017 adalah sebagai
berikut:
1. Pendapatan

a. Semula
b. Bertambah (Berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah
perubahan

Rp. 2.893.957.431.779,94
Rp. 2.260.000.000,00

2. Bemnja
a. Semula
b. Bertambah (Berkurang)
Jumlah Belanja setelah perubahan
Surplus /(Defisit) setelah perubahan

3. Pembiayaan
A. Penerimaan
1. Semula
2. Bertambah(berkurang}
Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan

Rp.

Rp.

137.606.925.962,00
0,00

Rp. 2.896.217.431.779,94
Rp. (117.606.925.962,00)

Rp. 137.606.925.962,00

B. Pengeluaran
1. Semula Rp. 20.000.000.000,00
:2. Bertambah (berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp.

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.

Sisa Lebih pembiayaan setelah perubahan Rp.

20.000.000.000,00

117.606.925.962,00

0,00

2. Diantara 8



.. "

8

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal2A

Ringkasan Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal lA
dirinci lebih lahjut pada lampiran LAdan Lb Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal3A

(1) Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal lA
adalah memuat Perubahan penambahan anggaran dan penyesuaian
program dan kegiatan sehubungan dengan adanya bantuan keuangan dari
Pemerlritah Provinsi Jawa Barat yang turun setelah Perubahan APBD
Kabupaten Majalengka ditetapkan yaitu untuk Dinas Pendidikan, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dan terdapat perubahan pendapatan
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dirinci lebih ,
lanjut dalam Lampiran ILAPeraturan Bupati ini.

(2) Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selanjutnya
akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)Tahun 2017.

PasalII

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 24 November 2017

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 24 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

~Ylf-
AHMAD SODlKlN

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2017 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

~

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003
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